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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan 

kemampuannya” 

            (Q.S Al-Baqarah:286) 

 

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia perdagangan serta perindustrian dalam era globalisasi 

pada saat ini, merek menjadi suatu hal yang penting yang menjadi simbol suatu 

perusahaan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan antara 

suatu produk barang/dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. 

Merek mempunyai nilai ekonomi yang strategis dan penting baik bagi perusahaan 

itu sendiri maupun konsumen. Konsumen ketika membeli suatu produk hal yang 

paling utama dilihat adalah mereknya, dikarenakan konsumen beranggapan bahwa 

suatu produk dapat dikatakan mempunyai kualitas yang tinggi serta aman untuk 

digunakan yaitu dilihat dari reputasi merek tersebut.1 

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI),  

selain bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek juga dikenal sebagai hak 

ekonomi.2 Peraturan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  

 Merek bertujuan untuk memberikan ciri khas dari suatu produk barang 

dan/atau jasa. Masyarakat yang telah terbiasa dengan pilihan produk dari merek 

 
1 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 

131. 
2 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 424. 
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tertentu, cenderung akan terus-menerus menggunakan produk tersebut dengan 

alasan merek yang sering mereka gunakan itu adalah merek yang terkenal,

terpercaya dan kualitas produk yang sangat tinggi. Sehingga fungsi merek sebagai 

kualitas semakin nyata. 

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada 

pemegang hak atas merek dikarenakan karya cipta berupa barang dan/atau jasa yang 

diciptakan oleh pemegang yang menggunakan merek sendiri atau memberikan izin 

kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut.3 Hak khusus tersebut 

cenderung bersifat monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat 

menggunakannya. Pemberian hak atas merek tidak semata-mata diberikan begitu 

saja, untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, yang artinya 

pendaftaran suatu merek merupakan hal yang wajib. Untuk melindungi merek dari 

peniruan atau persaingan tidak sehat, maka merek tersebut wajib didaftarkan di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, telah diatur secara 

khusus tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. Tujuan Indonesia mengamandemen peraturan mengenai 

merek adalah agar sejalan dengan peraturan dan hukum merek yang berlaku secara 

Internasional yang diatur dalam Konvensi Paris. 

Indonesia menganut sistem first to file, yang artinya sistem ini merupakan 

suatu anggapan hukum bahwa pendaftar pertama merupakan pihak yang berhak 

 
3Keziah Christiangie, Budi Santoso, dan Hendro Saptono, ‘Pedoman Penentuan Persamaan 

Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia’, Diponegoro Law Journal 8, no. 3 (2019):1 
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atas suatu merek.4 Hal ini menandakan bahwa setiap pemberian hak ada tujuan dan 

batas-batasnya, Tidak ada hak yang mutlak tanpa adanya batas. 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek harus 

didaftarkan agar bisa diakui dan dapat memperoleh hak atas merek. Untuk 

mendaftarkan suatu merek, maka merek wajib memiliki suatu daya pembeda, 

dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan kekuatan serta ciri khas yang bisa 

membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek lain yang jenisnya sama.5 

Apabila merek tidak mempunyai suatu daya pembeda dengan merek lainnya, maka 

merek tersebut tidak dapat didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual karena tidak memenuhi kategori merek yang dapat didaftarkan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, sehingga merek tersebut tidak memperoleh 

perlindungan hukum.  

Permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis menjelaskan bahwa Permohonan dapat ditolak apabila Merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis. 

 
4 R. Murjiayanto, ‘Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia’, Jurnal Hukum Ius 

Quia Iustum 24, no.1 (2017):3. 
5 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 83. 
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Penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang 

disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek 

yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik persamaan dalam 

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun 

persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu,  

merek wajib mempunyai suatu daya pembeda yang dapat menjadi alasan diterima 

atau ditolaknya pendaftaran suatu merek. 

Merek terkenal dapat dijadikan sebagai modal dalam memenangi 

persaingan pasar yang semakin kompetitif dan berfungsi sebagai perangsang dalam 

pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang dapat menguntungkan 

semua pihak.6 Merek terkenal merupakan merek yang telah mempunyai reputasi 

yang tinggi diantara merek-merek lain, sehingga memiliki kekuatan yang memukau 

dan menarik bagi konsumen.7 Dalam dunia perdagangan, merek terkenal menjadi 

incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama 

dengan merek terkenal yang telah ada. Dari aktivitas tersebutlah banyak 

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat memicu tindakan 

pelanggaran merek.  

Merek terkenal seringkali menjadi sasaran pelanggaran merek karena 

reputasi tinggi yang dimilikinya, karena reputasi tersebut menggoda pihak lain yang 

 
6 Sulastri, Satino dan Yulia Yuli W, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Merek’, Jurnal 

Yuridis 5, no.1 (2018):7. 
7 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82. 
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beritikad tidak baik untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika bisnis, norma 

kesusilaan dan norma hukum.8 

Penyebab pihak-pihak tertentu melakukan tindakan pelanggaran merek 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Menghasilkan keuntungan dengan cepat dan pasti dikarenakan merek yang 

dijiplak adalah merek terkenal yang laku dipasaran; 

2. Tidak ingin rugi akibat biaya iklan serta promosi yang sangat mahal; 

3. Selisih keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dengan merek 

tiruan jauh lebih banyak, karena pelaku tidak harus membayar biaya iklan 

dan promosi serta pajak riset dan pengembangannya. 

Tindakan pelanggaran dalam merek salah satunya yaitu menjiplak atau 

membonceng merek terkenal (well-known or famous mark) atau secara umum 

dikenal dengan tindakan Passing Off. 9 

Istilah Passing Off dalam hukum Indonesia belum begitu dikenal.10 Tetapi, 

pemboncengan reputasi disebut sebagai perbuatan melawan hukum (action for tort 

of passing off) dikenal di beberapa Negara yang menganut sistem Common Law, 

seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Istilah Passing Off 

di Negara-negara tersebut berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang 

 
8 Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),  hlm. 266. 
9 Ahmad Yakub Sukro, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas 

Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha’, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 

(2018):5. 
10 Muhamad Djumhana dan R.Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah,  hlm. 265. 
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(unfair competition) dalam dunia perdagangan atau perniagaan. Di Australia, Pasal 

52 UU Praktik Perdagangan Australia Tahun 1974 digunakan sebagai dasar baik 

untuk merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar 

Passing Off. Sedangkan di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur secara khusus tentang persaingan curang (unfair competition) dalam 

kaitan dengan penggunaan merek. Tetapi dalam menangani kasus merek yang 

berkaitan dengan unfair competition saat ini mendasar pada ketentuan yang termuat 

dalam aturan hukum pidana dan hukum perdata.11 

Persaingan curang atau persaingan tidak sehat yang berkaitan dengan 

merek, sudah pasti berhubungan erat dengan produsen yang beritikad tidak baik. 

Salah satunya adalah perbuatan yang mengarah pada peniruan merek atau 

pendomplengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar sejak lama jelas akan 

merusak reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan sehingga menimbulkan 

keraguan serta dapat menyesatkan masyarakat. Merek terkenal menjadi target dari 

perbuatan ini, biasanya pelaku usaha tidak menggunakan merek tersebut secara 

utuh atau lengkap tetapi hanya persamaan pada inti atau pokoknya saja, kemudian 

akan menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek terkenal. 

Perlindungan terhadap merek terkenal adalah aspek yang penting. 

Perlindungan merek terkenal adalah suatu hal yang dibenarkan dan diakui yang 

diberikan Negara diatur dalam Undang-Undang Merek terkait dengan kesuksesan 

 
11 Amalia Rooseno, Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan 

Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum tentang Merek (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,  

2004), hlm. 219 
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pemilik atau pemegang merek dalam mewujudkan ciri khas dan keistimewaan dari 

produk yang diproduksi serta dipromosikan melalui iklan ataupun secara 

langsung.12 Adanya peniruan merek terkenal atau pemboncengan reputasi dapat 

menimbulkan banyak kerugian, hal ini dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu 

dengan memperoleh suatu kesempatan dan keberhasilan dari merek terkenal milik 

orang lain. 

Salah satu pelanggaran dalam sengketa merek terkenal yaitu antara PT 

Gudang Garam tbk dengan H. Ali Khosin selaku pemilik dari merek Gudang Baru. 

Kasus ini bersumber dari adanya persamaan mengenai unsur pokok antara merek 

rokok Gudang Garam dan Gudang Baru. PT Gudang Garam mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran merek pada tahun 2013 terhadap pemilik Gudang Baru 

karena terdaftarnya merek Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan Gudang Garam. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Niaga 

Surabaya dengan Putusan Nomor 4/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby. Persamaan 

tersebut dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, bunyi ucapan, 

ejaan, komposisi warna serta cara peletakan gambar.13 Berdasarkan putusan 

tersebut, Gudang Garam memenangkan sengketa sehingga merek Gudang Baru 

dibatalkan. 

 
12 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, hlm.151 
13 Dania Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, 

Palembang, 2018), hlm. 8. 
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Berdasarkan hasil putusan gugatan tersebut, melalui kuasa hukumnya H. Ali 

Khosin selaku Tergugat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. 

Dalam Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi yang 

diajukan Tergugat dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun pada tahun 2017 

Gudang Garam mengajukan Peninjauan Kembali dan berhasil memenangkan 

gugatan tersebut dimana Gudang Baru kalah baik dalam ranah pidana maupun 

perdata. Namun permasalahan sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang 

Baru kembali terjadi, walaupun telah kalah dalam gugatan sebelumya dan telah 

adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Gudang Baru tetap memproduksi 

merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. 

Karena Gudang Baru tetap mempertahankan dan terus memproduksi mereknya 

tersebut, akhirnya pada 22 Maret 2021 Gudang Garam kembali menggugat Gudang 

Baru dengan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby di 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.14 Dalam putusan tersebut 

Gudang Garam menggugat Gudang Baru dengan pokok gugatan yaitu mengajukan 

gugatan pembatalan merek Gudang Baru + Lukisan, Gudang Baru Origin + 

Lukisan, dan Gedung Baru + Lukisan serta adanya itikad tidak baik Gudang Baru 

yaitu melalaikan kewajiban hukum dalam Putusan sebelumnya yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Dengan isi amar putusan yang menetapkan bahwa Merek 

Gudang Baru + Lukisan  milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya 

 
14Rindi Putri Afifah, “Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru” 

https://rewangrencang.com/gudang-garam-gugat-kembali-gudang-baru/ diakses 28 September 

2022. 

https://rewangrencang.com/gudang-garam-gugat-kembali-gudang-baru/
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dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat serta menetapkan bahwa Gudang 

Baru terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dengan niat 

ingin melakukan pemboncengan merek terkenal dari merek Gudang Garam, dan 

membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat. 

Setelah keluarnya putusan tersebut, Gudang Baru melakukan upaya hukum lanjutan 

yaitu dengan mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung dengan 

Putusan Nomor 427/K/Pdt.Sus-HKI/2022. Namun pada tanggal 15 Maret 2022, 

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Gudang Baru ditolak oleh Mahkamah 

Agung dan tetap mempertahankan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN 

Niaga Sby pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan 

judul “Pelanggaran Merek dalam Sengketa Merek Dagang antara Gudang 

Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 

K/Pdt.Sus-HKI/2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemilik Merek Gudang Garam terkait 

dengan tindakan Pelanggaran Merek? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan Pelanggaran 

Merek? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Pemilik Merek 

Gudang Garam terkait tindakan Pelanggaran Merek. 

2. Untuk mengetahui mengenai Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan 

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 

terkait dengan Pelanggaran Merek. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual 

terutama mengenai Merek.  

b. Apabila timbul suatu masalah dalam pelaksanaan merek terdaftar 

dan terkenal di Indonesia, maka peraturan tentang merek dapat 

dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikannya, 

sehingga keadilan dapat ditegakkan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Pemilik Merek 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

dengan memberikan gambaran bagi pemilik merek bahwa 

pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting yang 

digunakan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang 

mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada 

pokoknya. 

b. Untuk Pengguna Merek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pelaku usaha mengenai pentingnya merek yang merupakan ciri khas 

dari suatu perusahaan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa 

pengguna merek harus memastikan apakah merek yang digunakan 

sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual untuk menghindari timbulnya persamaan secara 

keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek lain. 

c. Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan gambaran bagi Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual dalam menentukan kebijakan terhadap pendaftaran 

merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun 

persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan perlindungan 

hukum dengan adanya tindakan pelanggaran merek terkenal. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji mengenai Perlindungan 

Hukum pemilik merek Gudang Garam terkait dengan pelanggaran merek serta 

mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan pelanggaran merek. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. 

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya dalam memberikan 

bantuan terhadap pihak yang Hak Asasi Manusia nya dirugikan oleh pihak 

lain dan perlindungan itu  diberikan oleh hukum kepada masyarakat guna 

dapat menikmati semua hak yang diberikan.15 Fungsi dari hukum adalah 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan 

fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk 

mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, sosial, dan politik 

untuk memperoleh keadilan.16  

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal. 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum 

 
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54. 
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm. 54 
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melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, 

perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud 

mencegah timbulnya pelanggaran serta memberikan batasan dalam 

melakukan kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila terjadinya sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran. 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

kepastian hukum dan mengandung keadilan (ex aequo et bono). Pokok 

Kekuasaan Kehakiman diatur Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 

mengatur bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan”. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

artinya kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak manapun, 

kecuali hal-hal yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 
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1945. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau 

aturan yang tidak jelas, maka hakim harus mempunyai kemampuan dan 

keaktifan untuk menemukan hukum. Teori ini menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam mengambil putusan mengenai sengketa merek dagang. 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis untuk merumuskan masalah ini 

adalah penelitian ilmiah mutlak yang artinya penelitian ini dilakukan secara 

tersistematis. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini ditulis secara sistematis 

dengan format sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.17 Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga dengan 

penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada dasarnya 

penelitian ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder 

seperti menggunakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, prinsip 

 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. 
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hukum, teori hukum, asas hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana 

(doktrin) yang berhubungan dengan pokok bahasan.18 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)  

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.19 

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.20 Pendekatan ini 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang merujuk 

pada sudut pandang analisis terhadap penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian hukum yang dilihat dari nilai yang terkandung dalam 

penormaan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan atau dari 

 
18 Irwansyah, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 

hlm. 98. 
19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 

58 
20 Irwansyah, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 

hlm. 133. 
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aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.21 Pendekatan ini 

dimaksudkan agar dapat membuat argumentasi untuk menjawab materi 

muatan hukum yang menjadi intisari dalam penelitian ini. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.22 Dalam menggunakan 

pendekatan ini yang harus dipahami adalah ratio decidendi, yaitu 

alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada 

keputusannya.23 Pendekatan ini mengacu kepada Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 427K/Pdt.Sus-HKI/2022). 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari : 

1) Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5953. 

 
21 Ibid. hlm, 158. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hlm. 134. 
23 Ibid. hlm, 158. 
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2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 

Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076. 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3872. 

4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. 

5) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-

HKI/2022 

Bahan hukum primer ini mempunyai tujuan guna melengkapi data-data 

dalam penelitian untuk menjadi penelitian yang sempurna. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat 

dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian, 

seperti buku-buku, teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan 

pengadilan.24 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti 

 
24 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 67. 
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kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan dari 

media internet yang relevan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini melalui studi pustaka/kepustakaan (library research) aitu 

upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan seperti 

membaca dan mencermati bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu 

dilakukan dengan menguraikan secara bermutu dalam kalimat teratur, logis, 

dan efektif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum 

berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli 

atau pakar, dan pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan secara 

interpretasi untuk menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.25 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir untuk 

menarik kesimpulan yang bersifat umum lalu seterusnya dihubungkan 

dalam beberapa bagian khusus yang diketahui benar.

 

 
25 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 

hlm. 93. 
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